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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULITENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk inelaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua alas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah, Kepala Daerah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah Tahun Anggaran berakhir ;

b. bahwa atas pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tapanuli TengahTahun Anggaran 2010.

i
:

Mengingat : 1. Undang -Undi’ng Nomor 7 Drt. Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569 );

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 );

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851 );

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran
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(

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4048 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355 );

6.

7.

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 );

12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pnnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4712 );

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

L; yanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );

18. Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4574 );

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575 );

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 );

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah
DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERjkH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi ^^nggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.

o

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan
kineija dan Dditisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.C

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun
Anggaran 2010 sebagai berikut :

a. Pendapatan

b. Belanja

Surlus/(Defisit) ...

c. Pembiayaan :

- Penerimaan

- Pengeluaran

Surplus / (Defisit)

Rp. 451.833.378.205,00

RD. 434.505.432.624.59

.Rp. 17.327.945.580,41

Rp. 1.220.135.870,80

Rp. 6.804.617.513-41

Rp. (5.584.481.642,61)

Q Pasal 3
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Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai

berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan kurang Rp. 1.983.477.035,00 dengan

rincian sebagai berikut :

Rp. 453.821.855.240,00a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan

Rp. 451.833.378.205-00b. Realisasi

Rp. (1.988.477.035,00)Selisih Lebih / (Kurang)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja kurang Rp. 31.317.011.947,21 dengan

rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 465.822.444.571,80

b. Realisasi Rp. 434.505.432.624.59

Selisih Lebih / (Kurang) Rp. (31.317.011.947,21)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit
Rp. 29.328.534.912,21 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah perubahan

kurang

Rp. (12.000.589.331,80)

b. Realisasi Rp, 17,327.945.580.41

Selisih Lebih / (Kurang) Rp. (29.328.534.912,21)o
(4) Selisih

Rp. 19.097.296.734,00 dengan rincian sebagai berikut :

arggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaau kurang

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 20.317.432.604,80

b. Realisasi Rp. 1.220.135.870.80

Selisih Lebih / (Kurang) Rp. (19.097.296.734,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran
Rp. 1.512.225.759,59 dengan rincian sebagai berikut :

Pembiayaan kurang

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 8.316.843.273,00

b. Realisasi Rp. 6.8Q4.617.513.41

Selisih Lebih / (Kurang) Rp. (1.512.225.759,59)

(6) Selisih
Rp. 17.585.070.974,41 dengan rincian sebagai berikut :

dengan realisasi Pembiayaan Netto kuranganggaranQ
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a. Anggaran Pembiayaan Netto

Rp. 12.000.589.331,80

Rn (5.584.481.642.611

Rp. (17.585 .070.974,41)

setelah perubahan

b. Realisasi

Selisih Lebib / (Kurang)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun

2010, sebagai berikut :
a. Jumlah Aktiva
b. Jumlah Kewajiban

c. Jumlah Ekuitas Dana

Rp. 1.225.731.917.238,35
Rp. 10.405.399.434,67

Rp. 1.215.326.517.803,68

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang

berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :
a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2010
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset

Non Keuangan
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2010

Rp. 5.028.313.245,30
Rp 87.144.466.565,00

Rp. (69.816.520.984,59)

Rp. (6.726.664.247,41)

Rp. 1.237.758.513,95

Rp. 18.893.370.940,80

Pasal 6

Catalan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun
Anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos
laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampi an I Laporan Realisasi Anggaran.

Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi.

Lampiran 1.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran1.3 Rekapitulasi reahsasi anggaran belanja daerah menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Q
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Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset iainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir
tahun dan dianggarkan kembali dalam taliun anggaran

berikutnya ;

Lampiran 1.10 Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran1.11 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah ;

b. Lampiran II Neraca
c. Lampiran FI : Laporan arus kas
d. Lampiran IV Catalan atas laporan keuangan

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7
Lampiran 1.8
Lampiran1.9

V'

Pasal 8
Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2010 sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2010 ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.•—' *<

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
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Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 03 November 201122]m BUPATI TAPANULI TENGAH
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RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan.
pada tanggal3November 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

USMAN BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2011 NOMOR*) SERI A


